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Abstrak 
 
 
After the fall of new order regime, there was a pressure from many 
parties to fix the governmental system in Indonesia and one of the ways to fix 
it, is to do the provincial autonomy dan decentralization. The consequence 
from the provincial autonomy given by the government is the fund needed to 
do the provincial autonomy itself. To support the execution of provincial 
autonomy according to concept of money follows functions in which the 
government transfers the fund for supporting the activity of the local 
government, government  makes the rules as the legal fundament of fiscal 
decentralization in Indonesia. The rules about fiscal decentralization has 
gone through some transformations in order to find the best formula to 
achieve the purpose of this country 
Keywords: Decentralization, Finance, Autonomy. 
 
A. PENDAHULUAN 
Otonomi daerah merupakan suatu isu menarik untuk diamati 
perkembangannya khususnya di Indonesia, karena sejak para pendiri negara 
menyusun format negara, isu menyangkut pemerintahan lokal telah 
diakomodasikan dalam Pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya. Jika 
diamati perkembangan Undang-undang Pemerintahan Daerah maka dapat 
dilihat bahwa setiap Undang-undang mempunyai ciri dan karakteristik 
tersendiri termasuk pengaturan tentang seberapa besar pembagian bobot 
kekuasaan antara pusat dan daerah. Sebelum era reformasi, pemerintah pusat 
mempunyai kekuasaan yang sangat besar dan dominan terhadap pemerintah 
daerah. Perubahan demi perubahan yang terjadi disebabkan oleh kepentingan 
penguasa pada masa berlakunya UU tersebut. Alasan lain adalah perjalanan 
panjang pemerintahan sebelum proklamasi dan setelah proklamasi telah 
menjadi masukan yang sangat berarti untuk melahirkan suatu pemerintahan 
daerah yang tidak labil karena kepentingan politis, atau karena konflik antara 
eksekutif dengan legislatif, atau karena dominannya Pemerintah Pusat dari 
Pemerintah Daerah.
2
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Tahun 1997 menjadi titik balik dari sistem sentralisasi yang dijalankan 
pada masa orde baru berdasarkan Undang-undang No.  5 Tahun 1974. Pada 
tahun ini juga lahir era reformasi di Indonesia dengan tuntutan demokratisasi 
yang membawa perubahan pada kehidupan masyarakat, termasuk di 
dalamnya pola hubungan pusat daerah. Tahun 1999 menjadi titik terpenting 
dari sejarah desentralisasi di Indonesia. Lahirnya Undang-undang No. 22 
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan diikuti oleh Undang-undang 
No.  25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah merupakan 
koreksi total atas Undang-undang No.  5 Tahun 1974 dalam upaya 
memberikan otonomi yang cukup luas kepada daerah sesuai dengan cita-cita 
UUD 1945. 
Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi yang digulirkan pada tahun 
1999, dengan ditetapkannya Undang-undang No.  22 Tahun 1999 adalah 
membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam 
menangani urusan domestik sehingga berkesempatan untuk mempelajari, 
memahami, merespons berbagai kecendrungan global dan mengambil 
manfaat darinya. Pada saat yang sama, pemerintah pusat diharapkan lebih 
mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang 
bersifat strategis. Selain itu dengan desentralisasi kewenangan pemerintah ke 
daerah, daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan.
3
  
Setelah adanya otonomi daerah dan desentralisasi bukan berarti 
pemerintahan kita menjadi bebas dari masalah. Masalah mengenai hubungan 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah senantiasa merupakan topik diskusi 
yang menarik untuk dibahas. Hal ini setidaknya menjadi tanda bahwa 
hubungan tersebut masih dalam taraf mencari bentuk kearah pola hubungan 
yang serasi dan harmonis atas dasar keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.  
Salah satu aspek penting dari hubungan antara pemerintah pusat dan 
daerah terrefleksi dalam intergovernmental fiscal relations. Pelimpahan tugas 
kepada pemerintah daerah dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan 
keuangan (money follow functions). Pendelegasian pengeluaran (expenditure 
assignment) sebagai konsekuensi diberikannya kewenangan yang luas serta 
tanggungjawab pelayanan publik yang tentunya harus diikuti dengan adanya 
pendelegasian pendapatan (revenue assignment). Tanpa pelimpahan ini, 
otonomi menjadi tidak bermakna.
4
 
Seperti yang telah disebutkan pada uraian sebelumnya bahwa 
pendelegasian pengeluaran menjadi salah satu konsekuensi dari desentralisasi 
menjadikan kemampuan self-supporting dalam bidang keuangan menjadi 
kriteria yang penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah 
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dalam mengatur dan menjalankan urusan rumah tangganya. Dengan kata lain, 
faktor keuangan menjadi salah satu tolak ukur dalam sebuah penilaian apakah 
suatu daerah melaksanakan otonominya yang berarti daerah membutuhkan 
dana untuk menjalankan pemerintahannya. 
Keterkaitan yang erat antara kegiatan pemerintahan dengan sumber 
pembiayaan pada hakikatnya memberikan petunjuk bahwa pengaturan 
hubungan keuangan Pusat dan Daerah tidak terlepas dari masalah pembagian 
tugas antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Masalah hubungan keuangan 
antara Pusat dengan Daerah dapat dipecahkan dengan sebaik-baiknya hanya 
apabila masalah dalam pembagian tugas dan kewenangan antara Pusat dan 
Daerah juga dipecahkan dengan jelas. Pemerintah daerah sudah tentu harus 
memiliki kewenangan membelanjakan sumber-sumber daya keuangannya 
agar dapat menjalankan fungsi-fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. 
Keadaan keuangan daerah yang sangat menentukan arah pemerintahan 
suatu daerah. Sehubungan dengan pentingnya kedudukan dari keuangan 
daerah ini maka pemerintah daerah tidak akan bisa menjalankan fungsinya 
secara efektif dan efesien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan 
pelayanan dan pembangunan. Keuangan merupakan salah satu dasar kriteria 
untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah 
tangganya sendiri.
5
 Tanpa adanya biaya yang cukup, maka bukan saja tidak 
mungkin bagi daerah untuk dapat menyelenggarakan tugas kewajiban serta 
kewenangan yang ada padanya dalam mengatur dan mengurus rumah 
tangganya, tetapi juga ciri pokok dan mendasar dari suatu daerah otonom 
akan hilang. 
Dalam hal ini yang menjadi salah satu persoalan pokok juga adalah 
pembagian baik sumber-sumber pendapatan maupun kewenangan pengurusan 
dan pengelolaannya di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 
Hubungan ini menyangkut tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-
kegiatan tertentu antara tingkat pemerintah dan pembagian sumber 
penerimaan untuk menutup pengeluaran akibat kegiatan-kegiatan itu. Tujuan 
utama dari hubungan ini adalah mencapai perimbangan antara berbagai 
pembagian yakni bagaimana agar potensi sumber daya masing-masing daerah 
yang sekalipun berbeda-beda, dapat diseimbangkan terutama alokasinya. 
Lebih jauh lagi, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah juga 
menyangkut pembagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah. Hubungan 
ini harus serasi antara peranan yang dimainkan oleh pemerintah pusat 
maupun oleh pemerintah daerah. 
Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan meneliti tentang 
bagaimana politik hukum desentralisasi fiskal di era otonomi daerah. Selain 
itu, penulis juga akan meneliti tentang bagaimana pelaksanaan dari 
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desentralisasi fiskal itu sendiri dan dari penelitian tentang bagaimana 
pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia sekarang ini maka akan 
ditemukan dimana kelebihan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal di 
Indonesia dan dimana kelemahan dari pelaksanaannya guna memperbaiki 
pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia di masa yang akan datang. 
 
B. PERUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan apa yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, 
permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimana politik hukum desentralisasi fiskal di Indonesia 
khususnya dalam era otonomi daerah ? 
2. Bagaimana pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ? 
   
C. METODOLOGI PENELITIAN 
Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif 
dan tipe kajian hukumnya adalah komprehensif analitis terhadap bahan 
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil 
penelitian dan pembahasan dijabarkan secara lengkap, rinci, jelas dan 
sistematis sebagai karya ilmiah. 
Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai 
norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan 
perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum 
positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (undang-undang 
dasar), kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya dan 
norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (judge made law), serta 
hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen 
hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan undang-undang).
6
 
 
D. PEMBAHASAN 
Sebelum diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-undang 
mengenai pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah 
pusat dan daerah diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan UU. No.25 Tahun 
1999. Dalam bab ini akan dibahas tentang bagaimana desentralisasi fiskal 
dalam masing-masing Undang-undang tersebut. 
Setelah berakhirnya rejim otoriter-sentralistik di bawah kepemimpinan 
Presiden Soeharto pada tahun 1998 dan memasuki era reformasi awal, 
kebijakan desentralisasi mengalami perubahan yang mendasar. Dengan 
adanya desentralisasi terjadi penyerahan wewenang dari tingkat Pemerintah 
yang lebih tinggi kepada Pemerintah yang lebih rendah sedangkan otonomi 
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menjamin adanya kebebasan menjalankan sesuatu unit politik atau wilayah 
dalam kaitannya dengan masyarakat politik atau negara. 
Mengacu pada beberapa penjelasan terdahulu, dapatlah diungkapkan 
bahwa hubungan keuangan pusat-daerah adalah salah satu aspek dari 
hubungan keuangan yang terjadi karena adanya pembagian kewenangan dan 
fungsi di antara tingkatan pemerintah sebagai perwujudan dari pelaksanaan 
asas desentralisasi dalam penyelenggaran pemerintah.
7
 Hubungan keuangan 
pusat-daerah setelah rejim Presiden Soeharto diatur dalam UU No. 22 Tahun 
1999 dan lebih rinci dijabarkan dalam UU No. 25 Tahun 1999. 
Berdasarkan Undang-undang tersebut, pembiayaan terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan di Daerah bersumber dari APBN dan APBD.  
Untuk penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan, Perkotaan, 
dan Perkebunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diterima 
langsung oleh daerah penghasil sementara sektor pertambangan serta 
kehutanan dan penerimaan dari sumber daya alama, diterima oleh daerah 
penghasil dan daerah lainnya untuk pemerataan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Pemerintah daerah juga bisa melakukan peminjaman 
dari sumber dalam negeri maupun dari sumber luar negeri untuk membiayai 
kegiatan Pemerintahan dengan persetujuan DPRD. Pinjaman dari dalam 
negeri diberitahukan kepada Pemerintah sedangkan untuk pinjaman dari luar 
negeri harus dengan persetujuan dari Pemerintah dan dilaksanakan dengan 
UU yang berlaku.  
UU No. 25 Tahun 1999 ini sangat berbeda dengan UU sebelumnya 
yang mengatur tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah. UU ini 
merupakan perubahan total dari sistem lama menuju sistem keuangan daerah 
yang lebih baik dan mengatur hubungan keuangan negara dan daerah menjadi 
lebih jelas. UU ini tidak hanya mengatur tentang desentralisasi tetapi juga 
mengatur tentang keuangan dekonsentrasi, tugas pembantuan, pinjaman 
daerah, dan sistem informasi keuangan daerah. Secara administrasi UU ini 
memisahkan pembiayaan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas 
pembantuan. 
Sejak diberlakukannya sistem otonomi daerah serta desentralisasi 
fiskal, daerah berhak mengatur rumah tangannya sendiri dalam hal ini juga 
merencanakan, menggali, mengelola, dan menggunakan keuangan daerah 
sesuai dengan kondisinya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal 
ini tentunya untuk memajukan kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan 
dari negara kita. Berikut akan dibahas tentang sumber-sumber dari 
pendapatan asli daerah. 
Dalam UU No. 34 Tahun 2000, Retribusi Daerah didefinisikan sebagai 
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu 
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan. Dari segi peraturan, Retribusi Daerah 
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diatur bersamaan dengan Pajak Daerah. Menurut UU No. 34 Tahun 2000, 
Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu Retribusi Jasa 
Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perijinan Tertentu
8
. 
Dana perimbangan merupakan inti dari hubungan keuangan antara 
keuangan negara dan keuangan daerah. Dana perimbangan merupakan 
sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung 
pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan 
pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan 
dam kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana perimbangan terdiri 
dari: 
1) Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), bea 
perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan penerimaan 
dari sumber daya alam; 
2) Dana alokasi umum 
3) Dana alokasi khusus 
Dana Bagian Daerah dikenal juga dengan istilah Dana Bagi Hasil. 
Dana Bagian Daerah merupakan baguan dari desentralisasi fiskal yaitu 
berupa pemberian sebagian presentase (%) pendapatan Nasional dari suatu 
sumber tertentu kepada daerah di mana pendapatan itu diperoleh. Dana 
bagian daerah ini bisa berupa dari pajak dan non-pajak. Dana bagian daerah 
atau dana bagi hasil ini bertujuan untuk mengatasi masalah ketimpangan 
fiskal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil 
antara pemerintah pusat dan daerah penghasil.  
Peranan DAU sebagai salah satu sumber daerah otonom ini 
dilatarbelakangi adanya kekhawatiran pada sebagian masyarakat bahwa 
otonomi daerah yang akan diimplementasikan mulai 1 Januari 2011 akan 
gagal, karena sebagian besar daerah tidak akan mampu membiayai 
pengeluaran daerah. sebagian daerah memimpikan bahwa dengan adanya 
otonomi daerah, akan membuat masyarakat di suatu kabupaten/kota menjadi 
lebih makmur namun tidak sedikit yang menyambutnya dengan kekhawatiran 
karena menyadari minimnya potensi sumber daya alam serat potensi ekonomi 
yang dimiliki. 
9
 
Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang 
dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk 
membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi. Dana alokasi umum juga bertujuan untuk mengatasi masalah 
kesenjangan fiskal horizontal yaitu ketimpangan fiskal yang terjadi antara 
daerah sehingga nantinya tidak ada perbedaan yang sangat mencolok antara 
daerah maju dan daerah yang berkembang. Dana alokasi umum juga biasa 
dikenal dengan istilah block grant. Subsidi dari pemerintah pusat ini dapat 
secara leluasa digunakan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan 
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masyarakat dan juga pemerintah pusat tidak boleh campur tangan mengenai 
pemakaian dana ini. 
Dana alokasi umum suatu daerah ditetapkan berdasarkan perkalian 
jumlah dana alokasi umum untuk seluruh daerah kabupaten atau kota yang 
merupakan proporsi bobot daerah kabupaten atau kota terhadap jumlah bobot 
semua daerah kabpuaten atau kota di seluruh Indonesia.
10
 
Dana alokasi khusus merupakan dana yang dialokasikan dari APBN 
kepada daerah tertentu dan bertujuan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan 
khusus dari masing-masing daerah. Jumlah dana alokasi khusus berubah-
ubah setiap tahunnya bergantung dari jumlah APBN.
11
 Kebutuhan-kebutuhan 
khusus yang dimaksud dalam hal ini adalah sebagai berikut:
12
 
1) kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan 
rumus alokasi umum dan/atau 
2) kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional 
Prinsip penggunaan subsidi DAK adalah sebagai berikut:
13
 
1) Penggunaan sudah ditentukan pemberi subsidi 
2) Subsidi dipakai untuk pendanaan urusan daerah dalam prioritas 
kebijakan nasional 
3) Subsidi dipakai untuk lebih mendukung standarisasi pelayanan 
tingkat nasional sebab Pusat bisa mengarahkan pengguaannya untuk 
SPM (Standar Pelayanan Minimal) nasional 
Formula utama distribusi subsidi dari DAU dan DAK adalah fiscal 
gap. Daerah dengan kesenjangan fiskal yang tinggi memperoleh subsidi yang 
lebih besar. Sektor kegiatan yang tidak dapat dibiayai dari DAK adalah biaya 
administrasi, biaya penyiapan proyek fisik, biaya penelitian, biaya pelatihan, 
biaya perjalanan pegawai daerah dan lain-lain biaya umum sejenis. 
Sementara itu, kriteria teknis sektor/kegiatan yang dapat dibiayai oleh DAK 
diteatpkan oleh Menteri Teknis/instansi terkait setelah berkonsultasi dengan 
Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sesuai dengan bidang tugas masing-
masing. Pembiayaan kebutuhan khusus memerlukan dana pendamping dari 
penerimaan umum APBD. Porsi dana pendamping ditetapkan sekurang-
kurangnya 10% kecuali pembiayaan kegiatan reboisasi yang berasal dari dana 
reboisasi
14
 Dana reboisasi dibagi dengan imbangan:
15
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1) 40% (empat puluh persen) dibagikan kepada Daerah penghasil 
sebagai Dana Alokasi Khusus. 
2) 60% (enam puluh persen) untuk Pemerintah Pusat 
Hal mengenai pinjaman daerah ini diatur dalam PP No. 107 tahun 2000 
tentang Pinjaman Daerah yang bertujuan untuk mengatur hal-hal lebih lanjut 
tentang pinjaman daerah. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman baik 
dari sumber dalam negeri
16
 walupun sumber luar negeri.
17
  
UU No.25 Tahun 1999 merupakan suatu langkah penting dalam 
sejarah desentralisasi fiskal di Indonesia tapi kemudian dalam prakteknya 
menemui beberapa isu yang menjadi permasalahan dalam implementasi UU 
ini. Menurut Dr. Alfitra Salam yang dikutip oleh Josef Kawo beberapa isu 
tersebut adalah: 
1) Terkait dengan DAU ada beberapa daerah yang merasa DAU 
dialokasikan secara tidak adil. Dalam pembagiann Pemerintah Pusat 
dianggap tidak transparan. 
2) Selain DAU, Pemerintah Pusat masih kurang transparan dalam 
pembagian dana bagi hasil sumber daya alam. 
3) Perebutan sumber pendapatan antara kabupaten/kota tetangga 
maupun kabupaten dengan provinsi. 
Terkait dengan indikator perhitungan DAU, indikator untuk 
penghitungan DAU hanya berdasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah 
daratan tanpa menghitung wilayah lautan dan rentang kendali.  
 
1. Desentralisasi Fiksal Menurut UU No. 32 Tahun 2004 dan UU. No. 33 
Tahun 2004 
 Perubahan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 
menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 dilakukan 
dikarenakan adanya tuntutan untuk segera dilakukan perbaikan atau revisi 
terhadap kondisi konfliktual yang timbul akibat implementasi kedua UU 
tersebut terutama mengenai ketimpangan fiskal dan tumpang tindih 
kewenangan. Pada saat itu juga banyak dorongan untuk meningkatkan kinerja 
keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan daerah kepada pusat. 
Selain beberapa hal di atas, perubahan ini tidak terlepas dari amandemen 
Konstitusi Dasar Negara yaitu UUD 1945. Selain 13 Pasal yang 
diamandemen, Ketetapan dan Keputusan MPR yang mengatur tata kelola dan 
hubungan kelembagaan negara juga turut berubah. Dikeluarkannya UU No. 
32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004 sebagai Undang-undang 
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang baru juga merupakan 
                                                          
16
 Pasal 11 ayat (1) Daerah dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri 
untuk membiayai sebagian anggarannya. 
17
 Pasal 11 ayat (2) Daerah melakukan pinjaman dari sumber luar negeri melalui 
Pemerintah Pusat. 
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perbaikan dari UU sebelumnya yang dianggap belum maksimal. Dengan 
keluarnya UU yang baru ini maka muncul dorongan untuk meningkatkan 
kinerja keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap 
pemerintah pusat 
Secara garis besar UU No. 32 Tahun 2004 maupun UU No. 33 Tahun 
2004 tidak jauh berbeda hanya ada penambahan dan perbaikan di beberapa 
pasal yang bertujuan untuk menyelaraskan UU tersebut dengan UU yang lain. 
Pendapatan daerah menurut Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 33 Tahun 
2004 bersumber dari: 
a. Pendapatan Asli Daerah; 
b. Dana Perimbangan; 
c. Lain-lain pendapatan 
d. Pembiayaan menurut Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 33 
Tahun 2004 bersumber dari: 
e. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah; 
f. Penerimaan pinjaman daerah; 
g. Dana cadangan daerah; dan 
h. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan  
Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah 
yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. PAD 
bersumber dari: 
a. Pajak Daerah; 
b. Retribusi Daerah; 
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 
d. Lain-lain PAD yang sah 
 Pemerintah Daerah didorong untuk meningkatkan PAD mereka 
masing-masing dan penyerahan wewenang untuk mendapatkan PAD secara 
mandiri merupakan wujud dari desentralisasi itu sendiri. Dalam upaya 
peningkatan PAD, daerah tidak diperbolehkan menetapkan peraturan daerah 
untuk meningkatkan PAD yang akhirnya akan menghambat mobilitas 
penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan 
impor/ekspor. 
 Pajak Daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu Pajak Daerah yang 
dikelola oleh pemerintah provinsi dan juga Pajak Daerah yang dikelola oleh 
kabupaten/kota.  
Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas 
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan 
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.  Dana 
perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN 
untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam 
mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu terutama 
peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.  
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Dana perimbangan yang terdiri dari tiga jenis sumber dana ini 
merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat 
dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis Dana 
Perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Pencantuman Dana 
Perimbangan dalam APBN dimaksudkan untuk memberikan kepastian 
pendanaan bagi daerah.
18
 
Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang 
dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu dengan 
memerhatikan potensi daerah penghasil. Dana bagi hasil terdiri dari Dana 
Bagi Hasil bersumber dari Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber daya alam.  
Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan 
pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan 
Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Menurut Sidik yang dikutip 
oleh Mudrajad Kuncoro, secara definisi DAU dapat diartikan sebagai 
berikut:
19
 
Salah satu komponen dari Dana Perimbangan pada APBN, yang 
pengalokasiannya didasarkan atas konsep Kesenjangan Fiskal atau 
Celah Fiskal (fiscal gap) yaitu selisih antara Kebutuhan FIskal dengan 
Kapasitas Fiskal. Instrumen untuk mengatasi horizontal imbalance 
yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemmapuan keuangan 
antardaerah dan penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah. 
Equalization grant, berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan 
kemampuan keuangan dengan adanya PAD, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil 
SDA yang diperoleh daerah. Berdasarkan Pasal 27 UU No. 33 Tahun 2004, 
Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh 
enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam 
APBN. Pendapatan Dalam Negeri adalah penerimaan yang berasal dari pajak 
dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan negara yang 
dibagihasilkan kepada daerah. DAU suatu daerah dialokasikan atas dasar 
celah fiskal dan alokasi dasar atau dihitung dengan rumus sebagai berikut: 
 DAU  = CF (Celah Fiskal) + AD (Alokasi Dasar) 
Celah fiskal adalah hasil dari kebutuhan fiskal dikurangi dengan 
kapasitas fiskal. Alokasi Dasar dihitung berdasarkan gaji Pegawai Negeri 
Sipil Daerah meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan 
sesuai dengan peraturan penggajian PNS termasuk di dalamnya tunjangan 
beras dan tunjangan Pajak Penghasilan. Kebutuhan fiskal merupakan 
kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar 
umum. Kebutuhan fiskal diukur secara berturut-turut dengan jumlah 
penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan kontruksi, produk regional bruto 
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 Nurlan Darise, Pengelolaan Keuangan Daerah, Indeks, Jakarta, 2009, Hal 77. 
19
 Mudrajad Kuncoro, Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, 
Perencanaan, Strategi, dan Peluang, Erlangga, Jakarta, 2004, Hal 30. 
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per kapita dan indeks pembangunan manusia. Kapasitas fiskal merupakan 
sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil. Data 
yang digunakan dalam penghitungan DAU diperoleh dari lembaga statistic 
Pemerintah atau lembaga Pemerintah yang berwenang untuk mengeluarkan 
data yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data tidak tersedia, data yan 
digunakan adalah data pasar penghitungan DAU tahun sebelumnya.  
Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan 
APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk 
membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan 
sesuai dengan prioritas nasional. Pengalokasian DAK memperhatikan 
ketersediaan dana dalam APBN yang berarti bahwa besaran DAK tidak dapat 
dipastikan setiap tahunnya. Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang 
meliputi 3 kriteria yaitu: 
a. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan 
Keuangan Daerah dalam APBD. 
b. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan 
perundang-undangan dan karakteristik Daerah. 
c. Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian negara/departemen 
teknis. 
Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah 
yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja 
Pegawai Negeri Sipil. Kriteria khusus ditetapkan setiap tahun oleh 
pemerintah sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional pada tahun 
anggaran bersangkutan. Kriteria khusus ini dirumuskan melalui indeks 
kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan 
dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri atau 
Pimpinan lembaga terkait. Kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-
indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dirumuskan melalui 
indeks teknis oleh menteri terkait dan disampaikan kepada Menteri 
Keuangan.
20
 
 
2. Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Di Indonesia 
Selain melalui penguatan perpajakan daerah, instrumen kebijakan 
fiskal lainnya yang lebih penting dan dominan adalah melalui alokasi 
Transfer ke Daerah dalam APBN. Dalam tiga tahun terakhir, anggaran 
Transfer ke Daerah yang dialokasikan dalam APBN relatif besar yakni 
mencapai 30% dari Belanja Negara. Transfer ke Daerah tersebut seperti yang 
telah dijelaskan di pembahasan sebelumnya, terdiri dari Dana Bagi Hasil, 
Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan kepada 
suatu daerah dalam satu kesatuan sistem transfer dana dari Pemerintah 
kepada Pemerintah Daerah guna mengurangi ketimpangan fiskal yang terjadi 
baik secara vertikal maupun horizontal. 
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Dana Bagi Hasil merupakan dana transfer yang bersifat block grant. 
Merangkum data yang diambil dari Direktorat Jendral Anggaran, secara 
nominal, DBH meningkat dari Rp. 62.9 triliun (1.6% dari PDB) tahun 2007 
menjadi Rp. 108.4 triliun (1.3% dari PDB tahun 2012) atau rata-rata naik 
11.9% per tahun. Peningkatan tersebut terkait dengan meningkatnya realisasi 
penerimaan negara yang dibagihasilkan, baik dari sektor perpajakan maupun 
dari sumber daya alam. Dalam tahun anggaran 2012, realisasi penyaluran 
DBH sampai dengan akhir semester I mencapai 36.5% atau 32.8% dari pagu 
yang ditetapkan dalam APBN yaitu sebesar Rp. 108.4 triliun. Realisasi DBH 
tersebut terdiri atas DBH Pajak Rp. 18.4 triliun (35.6% dari pagu alokasi) dan 
DBH SDA sebesar Rp.17.2 triliun (30.3% dari pagu alokasi).  
Mengenai pembagian hasil penerimaan negara dari perpajakan dan 
sumber daya alam diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 dan sudah dijelaskan 
pada pembahasan sebelumnya. Pada tahun 2011 dan 2012, DBH pajak 
terbesar dialokasikan untuk Provinsi DKI Jakarta yakni masing-masing 
17.6% dan 27.6% dari jumlah DBH pajak secara nasional, sedangkan daerah 
yang menerima alokasi terbesar lainnya adalah daerah-daerah di Provinsi 
Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi 
Jawa Tengah. Daerah yang menerima alokasi DBH pajak yang terendah 
secara berurut adalah daerah-daerah di Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi 
Barat, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi DI 
Yogyakarta.  
Pada tahun 2011 dan 2012 yang menerima DBH SDA terbesar secara 
berurutan adalah daerah-daerah di Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Riau, 
Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Aceh. 
Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan alokasi DBH SDA masing-asing 
37.5% dan 42% dari total DBH SDA secara nasional sedangkan daerah di 
Provinsi Riau pada periode tersebut masing-masing menerima alokasi DBH 
SDA sebesar 21.7% dan 23.1% dari total DBH SDA secara nasional. Daerah 
penerima DBH SDA terkecil secara berurutan adalah daerah-daerah di 
Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Bali, Provinsi 
Gorontalo dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
21
  
Jika mengamati tabel perkembangan transfer daerah di atas maka 
secara nominal terjadi peningkatan alokasi anggaran ke Transfer Daerah yang 
terjadi untuk seluruh jenis dana. Untuk dana yang bersifat block grant, DAU 
merupakan salah satu jenis dana yang mengalami peningkatan paling besar. 
Dari data yang dihimpun dari Kementrian Keuangan, DAU meningkat dari 
Rp.16.4 triliun (4.2%) pada tahun 2007 menjadi Rp. 273.8 triliun (3.2% dari 
PDB) pada tahun 2012, atau rata-rata naik 10.8% per tahunnya.  
Peningkatan DAU tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya Pendapatan 
Dalam Negeri Netto dan meningkatnya rasio alokasi DAU terhadap PDN 
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 http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?contentId=806, Nota 
Keuangan dan RAPBN 2013 diakses pada tanggal 4 Februari. 
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neto menjadi 26% pada periode tahun 2007 – 2012. Pendapatan Dalam 
Negeri Netto yang selanjutnya disebut PDN Netto adalah hasil penjumlahan 
dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak, dikurangi dengan 
penerimaan negara yang di bagi hasil kepada daerah dalam bentuk DBH, 
anggaran belanja yang sifatnya diarahkan berupa belanja PNBP Kementrian 
Negara/Lembaga, subsidi pajak, serta beberapa subsidi lainnya yang terdari 
atas subsidi BBM  jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram, subsidi 
listrik, subisidi pupuk, subsidi pangan, dan subsidi benih, yang dihitung 
berdasarkan bobot/presentase tertentu.
22
  
Sejalan dengan meningkatnya alokasi DAU nasional, pembagian DAU 
per daerah sebagian besar juga menunjukkan peningkatan, meskipun angka 
peningkatannya relatif berbeda antar daerah.  Dari data yang didapat dari 
Kementrian Keuangan, daerah yang mendapatkan alokasi DAU terbesar pada 
tahun 2011 dan 2012 secara berurut adalah daerah-daerah se-Provinsi Jawa 
Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera Utara, 
dan Provinsi Papua. Daerah yang mendapat alokasi DAU terkecil secara 
berurut adalah daerah-daerah se-Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kepulauan 
Riau, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Bangka 
Belitung.  Peningkatan jumlah DAK antara lain disebabkan oleh: 
a. Meningkatnya kemampuan negara 
b. Bertambahnya bidang yang didanai DAK 
c. Bertambahnya daerah otonom baru 
d. Adanya pengalihan sebagian anggaran kementrian negara/lembaga 
yang sebelumnya digunakan untuk mendanai urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah menjadi DAK 
Bidang yang didanai DAK juga mengalami pertambahan tiap 
tahunnya. Pada tahun 2011 dan 2012 bidang yang didanai DAK menjadi 19 
bidang. Hal ini juga terjadi dalam jumlah daerah penerima DAK. Pada tahun 
2011 dan 2012 daerah penerima DAK menjadi 520 daerah. Daerah yang 
mendapatkan alokasi DAK terbesar pada tahun 2011 dan 2012 secara 
berurutan adalah daerah-daerah se-Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa 
Timur, Provinsi Papua, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Sumatera Utara. 
Daerah-daerah yang mendapatkan alokasi terkecil secara berurutan adalah 
daerah-daerah di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DI 
Yogyakarta, Provinsi Gorontalo, Provinsi Bangka Belitung.  
Inti dari desentralisasi fiskal adalah untuk mewujudkan tujuan negara 
yaitu mensejahterakan rakyatnya untuk mencapai hal ini APBD mempunyai 
peranan yang sangat penting bagi pembangunan daerah. APBD merupakan 
implementasi dari kebijakan fiskal sekaligus operasionalisasi pelaksanaan 
program-progaram pemerintahan daerah. Dari sisi kebijakan fiskal, APBD 
berperan sebagai salah satu instrumen untuk memfasilitasi pertumbuhan 
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 Pasal 1 Angka 17 UU No. 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran dan Pendapatan dan 
Belanja Tahun Anggaran 2012. 
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ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pada prakteknya prinsip-prinsip 
tersebut tidak dikerjakan dengan baik dalam mengelola keuangan daerah. Hal 
ini terbukti dengan masih ada sebagian daerah yang memperoleh opini 
kurang baik dari BPK atas audit laporan keuangannya. Opini kurang baik ini 
disebabkan oleh adanya struktur belanja yang kurang sehat karena banyak 
tersedot untuk belanja aparatur, dan penyerapan anggaran yang kurang 
optimal. Rendahnya penyerapan anggaran ini menjadi sorotan tiap tahunnya 
dikarenakan masalah ini selalu terjadi setiap tahunnya. Tindakan yang 
diambil sebagai salah satu solusi dari permasalahan ini adalah dibentuknya 
Tim Evaluasi dan Pengawasan yang bertugas untuk memantau pelaksanaan 
APBN dan APBD oleh Presiden pada akhir tahun 2011.
23
 
Selama 4 tahun terakhir realisasi belanja pegawai, belanja barang dan 
jasa, dan belanja lainnya mencapai 98.7% sedangkan apabila dilihat dari pola 
belanja, lebih dari 60% pagu belanja, utamanya belanja modal, dilaksanakan 
pada triwulan keempat tahun anggaran belanja. Realisasi belanja modal yang 
tinggi pada bulan-bulan terakhir menjelang tutup tahun anggaran 
dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas output yang dihasilkan sehingga 
tidak sesuai dengan standart yang ditentukan. Selain mengenai penyerapan 
anggaran daerah yang rendah dan juga keterlambatannya, masalah korupsi 
yang semakin sering terjadi di daerah juga menjadi sorotan dalam 
pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya kewenangan yang diberikan 
untuk mengelola keuangan daerah masing-masing maka kesempatan untuk 
menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri juga semakin 
besar.  
Salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah untuk lebih 
memandirikan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota atau 
mengurangi kesenjangan fiskal baik kesenjangan fiskal vertikal dan 
horizontal. Desentralisasi fiskal juga diharapkan bisa meningkatkan 
pendapatan sumber-sumber penerimaan di daerah. DAU sebagai salah satu 
bagian dari dana transfer ke daerah dan bentuk dari desentralisasi fiskal 
bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal vertikal maupun horizontal 
yang terjadi karena adanya perbedaan kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal 
antara daerah satu dengan daerah lainnya. Kesenjangan fiskal ini sangat 
dipengaruhi oleh alokasi pendapatan sumber daya alam. Prosentase bagi hasil 
sumber alam memberikan penghasilan yang cukup signifikan bagi 
penerimaan pemerintah daerah yang kaya akan sumber daya alam.
24
  
Pada kenyataannya pengalokasian DAU menjadi sorotan dikarenakan 
bagi beberapa daerah pengalokasiannya dianggap tidak efisien yang akhirnya 
berakibat kesenjangan fiskal antardaerah menjadi lebih besar. Pada 
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 Solihin & Lestari, Analisis Ketimpangan Fiskal di Indonesia Sebelum dan Sesudah 
Otonomi Daerah, Majalah Ekonomi No. 1 Edisi April, Surabaya, 2010, Hal 31. 
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pengalokasian DAU, tidak ada daerah yang tidak menerima DAU dan 
nilainya yang diberikan ke daerah-daerah tidak lebih kecil dibandingkan 
tahun sebelumnya. Menurut Hamid yang dikutip oleh Solihin dan Lestari, hal 
ini menyebabkan tidak maksimalnya peran DAU untuk mewujudkan 
pemerataan kemampuan fiskal antardaerah karena penentuannya yang lebih 
banyak melalui pertimbangan sosial-politis yang menyebabkan penetapan 
DAU menjadi rumit dan memerlukan negosiasi yang panjang. Selain itu 
sudah menjadi rahasia umum untuk mendapatkan alokasi DAU yang besar 
maka diperlukan lobi dan negosiasi yang panjang pula. Hasil riset dari Forum 
Indonesia untuk Transparansi Anggaran sampai pada tahun 2011 rasio daerah 
penerima transfer atau kapita tertinggi besarnya 127 kali lipat dibandingkan 
daerah penerima transfer atau kapita terendah.
25
  
 
E. PENUTUP 
Selama masa otonomi daerah, pengaturan mengenai desentralisasi 
fiskal telah mengalami 2 (dua) kali perubahan yaitu UU No. 25 Tahun 2009 
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah berubaha menjadi UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua UU ini 
banyak membahas tentang Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana 
Alokasi Khusus. Sementara untuk UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
juga mengalami beberapa perubahan yaitu UU No. 18 Tahun 1997, UU No. 
34 Tahun 2000 dan yang terakhir UU No. 28 Tahun 2009.  
UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengalami perubahan seiring 
dengan bertambahnya golongan dari Pajak Daerah misalnya pada UU No. 34 
Tahun 2000 terdapat 4 (empat) Pajak Provinsi dan 7 (tujuh) Pajak 
Kabupaten/Kota sedangkan dalam UU No. 28 Tahun 2009 terdapat 5 (lima) 
Pajak Kabupaten/Kota dan 15 (lima belas) Pajak Kabupaten/Kota. Secara 
prinsip UU No. 25 Tahun 2009 yang kemudian diubah menjadi UU No. 33 
Tahun 2004 tidak jauh berbeda. Beberapa hal yang diubah adalah adanya 
penambahan dana bagi hasil pajak dan juga perubahan mengenai prosentase 
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam meskipun tidak mengalami perubahan 
prosentase yang signifikan.  
Dana perimbangan yang merupakan wujud dari desentralisasi fiskal 
selalu menjadi sorotan dikarenakan dibutuhkan formula yang tepat dalam 
pembagian dana perimbangan ini, jika tidak maka bisa menyebabkan 
kesenjangan fiskal, pembangunan daerah yang tidak berjalan dalam daerah 
dan tidak tercapainya tujuan dari desentralisasi itu sendiri.   
 
 
 
                                                          
25
 www.beritasatu.com/ekonomi/19332 “Kesenjangan Fiskal Antardaerah Masih 
Tinggi” diakses pada tanggal 7 Februari. 
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